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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dengan telah berubahnya Organisasi Perangkat Daerah
Kota Sawahlunto, perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan
Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa:

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa,

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
19),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247),

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

3

Nc



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ),

4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ):

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188):

7.

Undang -— Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252),

8.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5676),

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,
Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3423),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578):



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

MENETAPKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42):

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 11),

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 31),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 3 A ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IIIA
PENGELOLAAN RUSUNAWA PADA MASA TRANSISI

Pasal 3 A

Pada masa transisi pada Penghuni Rusunawa dikenakan Iuran Pengelolaan
Rusunawa sebesar sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1).
luran pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
ditampung pada rekening UPTD Rusunawa Barangin.
Iuran Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk
kepentingan pemelliharaan Rusunawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
Biaya Operasional UPTD Rusunawa dibebankan pada APBD.
Penggunaan iuran pengelolaan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Rusunawa menyampaikan usulan penggunaan iuran
pengelolaan untuk kepentingan pemeliharaan rusunawa kepada Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota
Sawahlunto, dan

b. Iuran pengelolaan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota
Sawahlunto.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO

ALI'YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO
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